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Abstrak 

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai salah satu kesatuan sistem 

yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Mahkamah Konstitusi 

adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung dan badan-

badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan 

peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha 

Negara. 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 UU 

No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah Konstitusi 

sebagai lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman; kekuasaan kehakiman 

yang merdeka dan sebagai penegak hukum dan keadilan. 

Tugas dan fungsi mahkamah konsitusi berdasarkan penjelasan umum undang-undang 

nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi adalah menangani perkara 

ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga konstitusi (UUD 

1945) agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan kehendak rakyat dan 

cita-cita demokrasi. Keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus untuk menjaga 

terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga merupakan koreksi terhadap 

pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu yang ditimbulkan oleh tafsir ganda 

terhadap konstitusi. Oleh karena itu, selain sebagai penjaga konstitusi (the guardian of the 

constitution), mahkamah konstitusi juga merupakan penafsir tertinggi konstitusi (the sole 

interpreter of constitution).  

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

maupun teknologi. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis,metodelogis dan konsisten dengan mengadakan analisa. Untuk itu diperlukan 

suatu data guna menjawab permasalahan yang diteliti,yang kemudian dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam 

pengumpulan data tersebut yaitu metode pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif , 

yaitu penelitian yang dilakukan dengan mengacu kepada berbagai peraturan, baik 

perundangan-undangan, maupun bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. 

 

Kata Kunci : Kekuasaan Kehakiman, Lembaga Negara 
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A. Pendahuluan 

Cabang kekuasaan kehakiman dikembangkan sebagai salah satu kesatuan sistem 

yang berpuncak pada Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sesuai dengan prinsip 

pemisahan kekuasaan, maka fungsi-fungsi legislative, eksekutif, dan judikatif 

dikembangkan sebagai cabang-cabang kekuasaan yang terpisah satu sama lain. Jika 

kekuasaan legislatif berpuncak pada Majelis Permusyawaratan Rakyat yang terdiri atas 

anggota DPR dan anggota DPD, maka cabang kekuasaan judikatif berpuncak pada 

kekuasaan kehakiman yang juga dapat dipahami terdiri atas Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi. Di kalangan negara-negara demokrasi baru, terutama di lingkungan 

negara-negara yang mengalami perubahan dari otoritarian menjadi demokrasi pada 

perempatan terakhir abad ke-20, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi ini menjadi 

sangat popular. Karena itu, setelah Indonesia memasuki era reformasi dan demokratisasi 

dewasa ini, ide pembentukan Mahkamah Konstitusi itu menjadi sangat luas diterima. 

Perubahan ketiga UUD 1945, ketentuan  mengenai Mahkamah Konstitusi itu sudah 

diadofsikan ke dalam rumusan UUD 1945. 

Dengan demikian, lembaga Majelis Permusyawaratan Rakyat merupakan puncak 

dari sistem kedaulatan rakyat, sedangkan Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi 

dapat dilihat sebagai puncak pencerminan sistem kedaulatan hukum. Karena itu timbul 

usulan agar kedua mahkamah itu dilihat sebagai satu kesatuan yang utuh dengan sebutan 

Mahkamah Agung yang memiliki dua pintu, dengan sekretariat jenderalnya satu. Hanya 

saja, tidak mudah mencari nomenklatur yang tepat untuk sebutan kedua mahkamah itu. 

Jika kedua-duanya disebut Mahkamah Agung, dan Mahkamah Agung yang asli disebut 

sebagai Mahkamah Kasasi, dapat menimbulkan kesan seakan-akan kewenangan 

mahkamah agung yang asli itu hanya bersifat kasasi, padahal dalam kenyataannya 

kewenangannya tidak hanya menyangkut perkara-perkara. Oleh karena itu, kedua 

Mahkamah itu, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi dapat diterima berdiri 

sendiri dengan pengertian bahwa pada hakikatnya keduanya berada dalam satu kesatuan 

fungsi kekuasaan mahkamah kehakiman yang mencerminkan puncak kedaulatan hukum 

Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar. Sangat boleh, jadi Mahkamah Agung dan 

Mahkamah Konstitusi itu secara bersama-sama dapat pula disebut sebagai Mahkamah 

Kehakiman. 

Sebelum adanya Perubahan UUD, kekuasaan kehakiman atau fungsi judikatif 

(judicial) hanya terdiri atas badan-badan pengadilan yang berpuncak pada Mahkamah 

Agung. Lembaga Mahkamah Agung tersebut, sesuai dengan prinsip independent of 

judiciary diakui bersifat mandiri dalam arti tidak boleh diintervensi atau dipengaruhi oleh 

cabang-cabang kekuasaan lainnya, terutama pemerintah. Prinsip kemerdekaan hakim ini 

selain diatur dalam Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman, juga tercantum dalam 
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Penjelasan Pasal 24 UUD 1945 yang menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman tidak boleh 

dipengaruhi oleh cabang-cabang kekuasaan yang lain. Namun, setelah Perubahan Ketiga 

UUD 1945 disahkan, kekuasaan kehakiman Negara kita mendapat tambahan satu jenis 

Mahkamah lain yang berada diluar Mahkamah Agung. Lembaga baru tersebut mempunyai 

kedudukan yang setingkat atau sederajat dengan Mahkamah Agung. Sebutannya adalah 

Mahkamah Konstitusi (Constitutional Court) yang dewasa ini makin banyak Negara yang 

membentuknya di luar kerangka Mahkamah Agung (Supreme Court). Dapat dikatakan, 

Indonesia merupakan Negara ke-78 yang mengadopsi gagasan pembentukan Mahkamah 

Konstitusi yang berdiri sendiri ini, setelah Australia pada tahun 1920, Italia pada tahun  

1947 dan Jerman pada tahun 1948. 

Mengenai Mahkamah Agung, dalam pasal 24 ayat (2), dibedakan antara badan 

peradilan dari lingkungan peradilan.”kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah 

Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan 

peradilan tata usaha negara; dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”. Karena itu, badan-

badan peradilan dalam keempat lingkungan peradilan tersebut semuanya berada di bawah 

Mahkamah Agung. Namun, harus dibedakan antara organ mahkamah dan badan-badan 

peradilan dengan hakim sebagai pejabat hukum dan penegak keadilan. Hubungan antara 

satu hakim dengan hakim yang lain bersifat horizontal, tidak ada hubungan vertical atasan 

dan bawahan. Namun, organisasinya terdapat struktur vertikal atas bawah. Pengadilan 

tinggi adalah organisasi di bawah Mahkamah Agung, dan pengadilan negeri adalah 

organisasi bawahan pengadilan tinggi. Hal ini jelas berbeda dari pengertian yang timbul dari 

doktrin kebebasan atau kemerdekaan hakim, yaitu setiap individu hakim dalam 

menjalankan tugas utamanya sebagai hakim bersifat bebas dan merdeka tidak 

bertanggung jawab kepada atasannya. Sebagaimana terurai diatas penulis akan membahas 

bagaimana kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagai pelaku kekuasaan kehakiman. 

 

B. Kerangka Teori 

Pembentukan mahkamah konstitusi sebagai lembaga yang tersendiri karena 

kebutuhan adanya suatu pengadilan yang secara khusus melakukan pengujian terhadap 

produk undang-undang (dalam istilah Hans Kelsen, statute and customary law) yang 

bertentangan dengan konstitusi (undang-undang dasar). Ide ini, bermula dari Prof. Hans 

Kelsen, guru besar kenamaan dari Universitas Wina (Vienna) yang mengusulkan 

dibentuknya suatu lembaga yang diberi nama ‘Verfassungsgerichtshoft’ atau Mahkamah 

Konstitusi (Constitutional Court). Gagasan Kelsen ini, kemudian diterima dengan bulat dan 

diadopsikan ke dalam naskah Undang-undang Dasar Tahun 1920 yang disahkan dalam 

Konvensi Konstitusi pada tanggal 1 Oktober 1920 sebagai Konstitusi Federal Austria. (Jimly 
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Asshiddiqy, 2005) Menurut Hans Kelsen (1961), kemungkinan muncul persoalan konflik 

antara norma yang lebih tinggi dengan yang lebih rendah, bukan saja berkaitan antara 

undang-undang (statute) dan putusan pengadilan, tetapi juga berkaitan dengan hubungan 

antara konstitusi dan undang-undang. Ini adalah problem inkonstitusionalitas dari undang-

undang. Suatu undang-undang (statute) hanya berlaku dan dapat diberlakukan jika sesuai 

dengan konstitusi, dan tidak berlaku jika bertentangan dengan konstitusi. Suatu undang-

undang hanya sah jika dibuat berdasarkan ketentuan-ketentuan konstitusi. Karena itu 

diperlukan suatu badan atau pengadilan yang secara khusus untuk menyatakan 

inkonstitusionalitas dari suatu undang-undang yang sedang berlaku. Lebih lanjut Hans 

Kelsenmenyatakan: “There may be a special organ established for this purpose, for 

instance, a special court, as so-called “constitutional court” or the control of the 

constituionality of statutes, the so called “judicial review” may be conferred upon the 

ordinary court, and especially upon the supreme court.” 

Menurut Kelsen, suatu undang-undang yang telah dinyatakan tidak berlaku oleh 

mahkamah konstitusi tidak dapat diterapkan oleh lembaga-lembaga yang lain. Jika 

pengadilan biasa berwenang untuk menilai konstitusionalitas dari suatu undang-undang 

hanya berhak menolak untuk menerapkannya atau mengesampingkannya dalam kasus-

kasus konkrit yang diputuskan, tetapi organ yang lainnya tetap berkewajiban menerapkan 

undang-undang itu. Sepanjang suatu undang-undang tidak dinyatakan tidak berlaku, 

adalah tetap “constitutional” dan tidak “unconstitutional”, walaupun rasanya undang-

undang itu bertentangan dengan konstitusi. Dengan demikian, suatu undang-undang dapat 

dinyatakan tidak berlaku oleh pembentuk undang-undang yaitu legislatif dan juga dapat 

dinyatakan tidak berlaku oleh mahkamah konstitusi. Pemikiran Hans Kelsen ini tidak lepas 

pelaksanaan teori hukum murni dan teori hiraki norma yang sangat terkenal yang 

dikemukakannya dimana konstitusi ditempatkan sebagai norma hukum yang superior dari 

undang-undang biasa. (Hans Kelsen, 1961). Jadi pada awalnya mahkamah konstitusi 

merupakan suatu lembaga yang dimaksudkan hanya untuk menguji konstitusionalitas 

(constitutional review) dari suatu undang-undang terhadap konstitusi. Karena itu 

mahkamah konstitusi sering disebut sebagai “the guardian of the constitution” (pengawal 

konstitusi). 

Walaupun demikian, di berbagai negara mahkamah konstitusi bukanlah satu-

satunya lembaga yang diberi kewenangan menyatakan inkonstituisionalitas dari suatu 

undang-undang atau memutus masalah kostitusional lainnya. Di banyak negara lainnya 

pengujian konstitusionalitas dari suatu undang-undang menjadi kewenangan mahkamah 

agung seperti Amerika Serikat yang telah memulai sejak tahun 1803 dalam kasus Marbury 

vs Madison. Bahkan di banyak negara lainnya tidak dikenal pengujian undang-undang baik 
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oleh mahkmah konstitusi maupun oleh mahkamah agung seperti antara lain yang dianut 

oleh Kerajaan Belanda dan Kerajaan Inggris. 

Sebagai contoh Mahkamah Konstitusi Austria yang dibentuk sejak tahun 1920, 

memiliki 9 kewenangan, yaitu : pengujian konstitusionalitas undang-undang, pengujian 

legalitas peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, pengujian perjanjian 

internasional, perselisihan pemilihan umum, peradilan impeachment, sebagai peradilan 

administrasi khusus yang terkait dengan constitutional complaint individu warga negara, 

sengketa kewenangan dan pendapatan keuangan antar negara bagian dan antara negara 

bagian dengan federal, sengketa kewenangan antar lembaga negara, dan kewenangan 

memberikan penafsiran undang-undang dasar. (Jimly Asshiddiqy, 2005)  

 

C. Metode Penelitian 

Penelitian merupakan sarana pokok dalam pengembangan ilmu pengetahuan 

maupun teknologi. Hal ini bertujuan untuk mengungkapkan kebenaran secara 

sistematis,metodelogis dan konsisten dengan mengadakan analisa. Untuk itu diperlukan 

suatu data guna menjawab permasalahan yang diteliti,yang kemudian dapat 

dipertanggung jawabkan kebenarannya. 

Adapun langkah-langkah yang dilakukan dalam pengumpulan data tersebut yaitu 

metode pendekatan yang bersifat deskriptif kualitatif , yaitu penelitian yang dilakukan 

dengan mengacu kepada berbagai peraturan, baik perundangan-undangan, maupun 

bahan-bahan pustaka yang berkaitan dengan penelitian. 

 

D. Sejarah Mahkamah Konstitusi Masa Penyusunan UUD 1945 

Bila ditelusuri dalam sejarah penyusunan UUD 1945, ide Hans Kelsen mengenai 

pengujian Undang-undang juga sebangun dengan usulan yang pernah diungkapkan oleh 

Muhammad Yamin dalam sidang Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan 

Indonesia (BPUPKI). Yamin mengusulkan bahwa seharusnya Balai Agung (atau Mahkamah 

Agung) diberi wewenang untuk "membanding Undang-undang" yang maksudnya tidak lain 

adalah kewenangan judicial review. Namun usulan Yamin ini disanggah oleh Soepomo 

dengan alasan bahwa; pertama, konsep dasar yang dianut dalam UUD yang telah disusun 

bukan konsep pemisah kekuasaan (separation of power) melainkan konsep pembagian 

kekuasaan (distribution of power); kedua, tugas hakim adalah menerapkan Undang-undang 

bukan menguji Undang-undang; dan ketiga, kewenangan hakim untuk melakukan 

pengujian Undang-undang bertentangan dengan konsep supremasi Majelis 

Permusyawaratan Rakyat (MPR), sehingga ide akan pengujian Undang-undang terhadap 

UUD yang diusulkan Yamin tersebut tidak diadopsi dalam UUD 1945. 
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a. Masa Reformasi 1998 

Seiring dengan momentum perubahan UUD 1945 pada masa reformasi (1999-

2004), ide pembentukan Mahkamah Konstitusi (MK) di Indonesia makin menguat. 

Puncaknya terjadi pada tahun 2001 ketika ide pembentukan MK diadopsi dalam 

perubahan UUD 1945 yang dilakukan oleh MPR, sebagaimana dirumuskan dalam 

ketentuan Pasal 24 ayat (2) dan Pasal 24C UUD 1945 dalam Perubahan Ketiga. 

 

b. Masa Pembentukan Dasar Hukum 

Selanjutnya untuk merinci dan menindaklanjuti amanat Konstitusi tersebut, 

Pemerintah bersama DPR membahas Rancangan Undang-Undang tentang Mahkamah 

Konstitusi. Setelah dilakukan pembahasan beberapa waktu lamanya, akhirnya 

Rancangan Undang-Undang tersebut disepakati bersama oleh pemerintah bersama 

DPR dan disahkan dalam Sidang Paripurna DPR pada 13 Agustus 2003. Pada hari itu 

juga, Undang-Undang tentang Mahkamah Konstitusi ini ditandatangani oleh Presiden 

Megawati Soekarnoputri dan dimuat dalam Lembaran Negara pada hari yang sama, 

kemudian diberi nomor UU Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi 

(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 98, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4316). 

Ditilik dari aspek waktu, Indonesia merupakan negara ke-78 yang membentuk 

Mahkamah Konstitusi dan sekaligus sebagai negara pertama di dunia yang 

membentuk lembaga ini pada abad ke-21. Tanggal 13 Agustus 2003 inilah yang 

kemudian disepakati para hakim konstitusi menjadi hari lahir MKRI. 

 

c. Masa Penetapan Hakim Konstitusi 

Bertitik tolak dari Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, dengan mengacu 

pada prinsip keseimbangan antar cabang kekuasaan negara, dilakukan rekrutmen 

hakim konstitusi yang dilakukan oleh tiga lembaga negara, yaitu DPR, Presiden dan 

Mahkamah Agung. Setalah melalui tahapan seleksi sesuai mekanisme yang berlaku 

pada masing-masing lembaga tersebut, masing-masing lebaga mengajukan tiga calon 

hakim konstitusi kepada Presiden untuk ditetapkan sebagai hakim konstitusi. 

DPR mengajukan Prof. DR. Jimly Asshiddiqie, S.H., Letjen. TNI (Purn.) H. 

Achmad Roestandi, S.H. dan I Dewa Gede Palguna, S.H., M.H. Sedangkan Presiden 

mengajukan Prof. H. Ahmad Syarifuddin Natabaya, S.H., LL.M., Prof. H. Abdul Mukthie 

Fadjar, S.H., M.S. dan DR. Harjono, S.H., MCL.Sementara MA mengajukan Prof. DR. H. 

Mohammad Laica Marzuki, S.H., Soedarsono, S.H. dan Maruarar Siahaan, S.H. 

Pada 15 Agustus 2003, pengangkatan hakim konstitusi untuk pertama kalinya 

dalam sejarah ketatanegaraan Indonesia ditetapkan dengan Keputusan Presiden 

Nomor 147/M Tahun 2003 yang dilanjutkan dengan pengucapan sumpah jabatan para 
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hakim konstitusi di Istana Negara, pada 16 Agustus 2003. Setelah mengucapkan 

sumpah, para hakim konstitusi langsung bekerja menunaikan tugas konstitusionalnya 

sebagaimana tercantum dalam UUD 1945. 

 

d. Masa Pemantapan Kelembagaan 

Dalam melaksanakan tugas konstitusionalnya, para hakim konstitusi 

membutuhkan dukungan administrasi aparatur pemerintah, baik yang bersifat 

administrasi umum maupun administrasi yustisial. Terkait dengan hal itu, untuk 

pertama kalinya dukungan administrasi umum dilaksanakan oleh Sekretaris Jenderal 

MPR. Oleh sebab itu, dengan persetujuan Sekretaris Jenderal MPR, sejumlah pegawai 

memberikan dukungan terhadap pelaksanaan tugas konstitusional para hakim 

konstitusi. Sebagai salah satu wujudnya adalah Kepala Biro Majelis MPR, Janedjri M. 

Gaffar, ditetapkan sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekretris Jenderal MK sejak tanggal 

16 Agustsus 2003 hingga 31 Desember 2003. Kemudian pada 2 Januari 2004. Sejalan 

dengan itu, ditetapkan pula Kepaniteraan MK yang mengemban tugas membantu 

kelancaran tugas dan wewenang MK di bidang administrasi yustisial. Panitera 

bertanggungjawab dalam menangani hal-hal seperti pendaftaran permohonan dari 

para pemohon, pemeriksaan kelengkapan permohonan, pencatatan permohonan 

yang sudah lengkap dalam Buku Registrasi Perkara Konstitusi, hingga mempersiapkan 

dan membantu pelaksanaan persidangan Mahkamah Konstitusi.  

 

e. Masa Pemenuhan Sarana dan Prasarana 

Keterbatasan sarana dan kurangnya dukungan teknis bagi pelaksanaan tugas-

tugas Hakim Konstitusi merupakan persoalan yang menjadi prioritas untuk 

diselesaikan dengan segera. Setelah melalui pembahasan di kalangan Hakim 

Konstitusi, akhirnya diputuskan dua hal. 

Pertama, meminta bantuan tenaga dari Sekretariat Jenderal MPR untuk 

memberikan dukungan administrasi umum dan MA untuk tenaga administrasi 

justisial. Kedua, menyewa ruangan di Hotel Santika yang terletak di Jalan KS. Tubun, 

Slipi, Jakarta Barat, untuk dijadikan kantor sementara. Tidak lama kemudian, MK 

berpindah kantor dengan menyewa ruangan di gedung Plaza Centris di Jalan HR. 

Rasuna Said, Kuningan, Jakarta Selatan, tepatnya di lantai 4 dan lantai 12A. Namun 

demikian, ruangan yang tersedia bagi MK di Plaza Centris masih jauh dari memadai. 

Karena keterbatasan ruang tersebut, para pegawai MK berkantor di lahan parkir 

kendaraan yang disulap menjadi ruang kantor modern. Seiring dengan itu, Ketua MK 

mengangkat Janedjri M. Gaffar sebagai Plt. Sekjen pada tanggal 4 September 2003 dan 

pada 1 Oktober 2003 menangkan Marcel Buchari, S.H. sebagai Plt. Panitera. 
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Meskipun sudah memiliki kantor, keterbatasan saran masih menjadi 

persoalan bagi MK. Selama berkantor di Hotel Santika dan Plaza Centris, MK harus 

meminjam Gedung Nusantara IV (Pusaka Loka) Kompleks MPR/DPR, salah satu ruang 

di Mabes Polri dan salah satu ruang di Kantor RRI sebagai ruang sidang karena belum 

memiliki ruang sidang yang representatif. Hal ini tentu saja menjadi hambatan bagi 

mobilitas kerja para Hakim Konstitusi sekaligus ironi bagi lembaga negara sekaliber MK 

yang mengawal konstitusi sebagai hukum tertinggi di negeri ini. Karena itu, ketika 

merumuskan Cerak Biru "Membangun Mahkamah Konstitusi sebagai Institusi 

Peradilan Konstitusi yang Modern dan Terpercaya", gagasan pembangunan gedung 

MK mendapat penekanan tersendiri. 

Setelah menempati gedung di Jalan Medan Merdeka Barat No. 7 Jakarta Pusat 

milik Kementerian Negara Komunikasi dan Informasi (Kominfo) pada tahun 2004, 

barulah MK bisa menggelar persidangan di kantor sendiri. Meski demikian, ruangan 

dan fasilitas yang tersedia di gedung tersebut masih belum memadai, terutama ketika 

Mahkamah Konstitusi harus menangani perkara yang menumpuk dan membutuhkan 

peralatan-peralatan canggih sebagaimana terjadi pada Pemilu 2004. Ketika melakukan 

pemeriksaan perkara perselisihan hasil pemilihan umum Legislatif 2004, ruang 

persidangan yang ada di gedung Mahkamah Konstitusi tidak mencukupi sehingga 

Mahkamah Konstitusi meminjam ruang di gedung RRI yang terletak tidak jauh dari 

kantor Mahkamah Konstitusi. Begitu juha ketika haru menggelar persidangan jarak 

jauh, MK harus meminjam ruang dan fasilitas teleconferenced. 

 

E. Pengertian Mahkamah Konstitusi 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 UUD 1945 setelah perubahan, Mahkamah 

Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping Mahkamah Agung 

dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, 

lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata 

usaha Negara. 

 

a. Kedudukan Mahkamah Konstitusi 

Berdasarkan ketentuan Pasal 24 ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 juncto Pasal 2 

UU No. 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, kedudukan Mahkamah 

Konstitusi adalah salah satu lembaga Negara yang melakukan kekuasaan kehakiman 

yang merdeka dan sebagai penegak hukum dan keadilan. 
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b. Tugas dan Fungsi Mahkamah Konstitusi  

Tugas dan fungsi mahkamah konsitusi berdasarkan penjelasan umum undang-

undang nomor 24 Tahun 2003 tentang mahkamah konstitusi adalah menangani 

perkara ketatanegaraan atau perkara konstitusi tertentu dalam rangka menjaga 

konstitusi (UUD 1945) agar dilaksanakan secara bertanggung jawab sesuai dengan 

kehendak rakyat dan cita-cita demokrasi. Keberadaan mahkamah konstitusi sekaligus 

untuk menjaga terselenggaranya pemerintahan Negara yang stabil, dan juga 

merupakan koreksi terhadap pengalaman kehidupan ketatanegaraan di masa lalu 

yang ditimbulkan oleh tafsir ganda terhadap konstitusi. Oleh karena itu, selain sebagai 

penjaga konstitusi (the guardian of the constitution), mahkamah konstitusi juga 

merupakan penafsir tertinggi konstitusi (the sole interpreter of constitution).  

 

c. Kewenangan Mahkamah Konstitusi 

Untuk mengawal konstitusi, mahkamah konstitusi mempunyai kewenangann 

menangani perkara-perkara konstitusi/ketatanegaraan tertentu sebagaimana 

tercantum dalam Pasal 24C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945 sebagai berikut : Menguji 

undang-undang terhadap UUD 1945; Memutus sengketa kewenangan konstitusional 

lembaga Negara; Memutus pembubaran partai politik; Memutus perselisihan hasil 

pemilihan umum; Memutus pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran oleh 

Presiden dan dugaan pelanggaran oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (selanjutnya 

disebut impeachment) 

Dengan demikian, perkara-perkara ketatanegaraan lainnya, seperti pengujian 

peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang di bawah undang-undang 

terhadap undang-undang, perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, dan 

impeachment DPRD terhadap kepala daerah dan/atau wakil kepala daerah, tidak 

termasuk dalam kewenangan mahkamah konstitusi , melainkan menjadi kewenangan 

mahkamah agung, sebagaimana tercantum dalam Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 dan 

UU Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. 

 

F. Pelaksanaan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi 

Pelaksanaan Kewenangan Konstitusional Mahkamah Konstitusi dilakukan dengan 

Hukum Acara Mahkamah Konstitusi yang terdiri dari hukum acara umum untuk semua 

kewenangan Mahkamah Konstitusi (diatur dalam Pasal 28 sampai dengan 49 Undang-

Undang Nomor 24 Tahun 2003) dan hukum acara khusus untuk setiap kewenangan 

Mahkamah Konstitusi yang dilengkapi lebih lanjut dengan berbagai Peraturan Mahkamah 

Konstitusi (PMK) sesuai dengan ketentuan Pasal 86 Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 

tentang Mahkamah Konstitusi. 
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Pelaksanaan kewenangan konstitusional Mahkamah Konstitusi secara rinci sebagai 

berikut : 

a. Pengujian undang-undang terhadap UUD 1945, 

b. Memutus sengketa kewenangan konstitusional lembaga Negara, 

c. Memutus Pembubaran Partai Politik,  

d. Perselisihan Hasil Pemilihan Umum, 

e. Impeachment DPR terhadap Presiden dan/atau Wakil Presiden. 

 

G. Hubungan Mahkamah Konstitusi Dengan Lembaga Negara Lainnya 

a. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Presiden. 

Dalam UUD 1945 hanya ada dua aspek yang secara eksplisit menunjukkan 

hubungan antara Mahkamah Konstitusi denga Presiden yaitu pada proses 

pemberhentian presiden dan pada penunjukkan dan penetapan hakim konstitusi. 

Dalam proses pemberhentian presiden posisi mahkamah konstitusi bersifat pasif, 

yaitu hanya menunggu pengajuan permintaan pendapat (pendapat hukum) dari DPR, 

tentang tindakan presiden yang dianggap telah melakukan pelanggaran hukum yang 

berupa pengkhianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat 

lainnya atau perbuatan tercela, maupun dianggap telah tidak memenuhi syarat 

sebagai presiden, sebagai syarat untuk dapat mengusulkan pemberhentian presiden 

kepada MPR. Jika mahkamah konstisui memutuskan bahwa ternyata dari sisi hukum 

pendapat DPR memiki dasar hukum dan konstitusi sehingga mahkamah konstitusi 

mengabulkan pendapat DPR, maka DPR dapat mengajukan pengusulan 

pemberhentian presiden kepada MPR. Sebaliknya jika mahkamah konstitusi tidak 

membenarkan atau menolak pendapat DPR, maka proses pengusulan pemberhentian 

itu dihentikan.1  

Disamping itu, 3 dari 9 orang hakim konstitusi diajukan atau ditunjuk oleh 

Presiden yang menunjukkan adanya representasi lembaga presiden dalam kompisisi 

anggota mahkamah konstitusi. Tetapi dalam melaksanbakan tugasnya hakim 

konstitusi yang berasal dari lembaga manapun berkerja secara independen, dan tidak 

terpengaruh pada pendapat atau pandangan dari lembaga negara yang 

mengajukannya. Presiden sebagai kepala negara menetapkan pengangkatan para 

hakim konstitusi yang telah diajukan oleh masing-masing lembaga negara dan 

mengucapkan sumpah di hadapan presiden.  

                                                 
1 Uraian lengkap mengenai mekanisme pemberhentian Presiden menurut UUD 1945, dapat dibaca dalam 

bukum “Impeachment Presiden, Alasan-alasan Tindak Pidana Pemberhentian Presiden dalam UUD 1945, 

tulisan Hamdan Zoelva, Konstitusi Press, Jakarta, 2005. 
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b. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan DPR 

Selain dalam hubungannya dengan penunjukkan 3 orang hakim konstitusi 

yang diajukan atau ditunjuk oleh DPR, secara eksplisit hubungan antara mahkamah 

konstitusi dengan DPR hanya terkait dengan proses pemberhentian presiden 

sebagaimana telah diuraikan pada bagian sebelumnya.  

c. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan Mahkamah Agung 

Mahkamah konstitusi dan mahkamah agung sama-sama berada dalam 

lingkungan kekuasaan kehakiman yang merupakan kekuasaan yang merdeka untuk 

menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Dalam 

menjalankan tugas dan fungsinya, kedua lembaga tersebut harus menghormati 

prinsip-prinsip yang dianut dalam proses peradilan dan prinsip negara hukum. 

Walaupun mahkamah agung tidak berwenang untuk menguji undang-undang 

terhadap undang-undang dasar bukan berarti dalam memutuskan suatu perkara yang 

diajukan kepadanya, mahkamah agung tidak berwenang untuk menilai suatu undang-

undang bertentangan dengan konstitusi. Dalam menghadapi kasus-kasus konkrit, 

mahkamah agung dalam rangka menegakkan keadilan dan yang adil (just law) dapat 

mengesampingkan ketentuan undang-undang yang bertentangan dengan undang-

undang dasar. Akan tetapi mahkamah agung tidak dapat menyatakan bahwa 

ketentuan undang-undang tersebut tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat 

karena hal itu adalah kewenangan ekslusif dari mahkamah konstitusi. Artinya 

ketentuan undang-undang tetap berlaku dan tetap dapat diterapkan oleh lembaga 

manapun dalam kasus-kasus lain, sepanjang tidak dinyatakan tidak mempunyai 

kekuatan hukum mengikat oleh mahkamah konstitusi. 

Mahkamah konstitusi dengan kewenangannya dapat melakukan pengujian 

dan menyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat atas ketentuan undang-

undang yang dijadikan dasar oleh mahkamah agung dalam memutus suatu perkara 

kasuistis. Akan tetapi mahkamah konstitusi tidak dapat membatalkan putusan 

mahkamah agung, karena bukan kewenangannya sebagaimana ditentukan undang-

undang dasar. 

d. Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Negara yang Lainnya 

Mahkamah konstitusi merupakan tempat bagi lembaga-lembaga negara lainnya untuk 

mengadu dan meminta keputusan mengenai lembaga negara yang mana yang 

memiliki landasan konstitusionalitas wewenang yang benar jika terjadi sengketa 

kewenangan antar lembaga negara. Sengketa kewenangan bisa terjadi antara DPR 

dengan Dewan Perwakilan Daerah (DPD), antara presiden dengan DPR atau antara 

Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dengan presiden dan lain-lain. Hal yang masih 

menjadi soal yang sering dipertanyakan adalah bagimana memutuskannya jika terjadi 
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sengketa kewenangan antara mahkamah konstitusi dengan lembaga negara yang 

lainnya. Siapa yang harus memutuskan. Secara teori tidak mungkin mahkamah 

konstitusi yang akan memutuskan sengketa demikian karena akan terjadi conflict of 

interest, sama halnya dengan seorang hakim yang dilarang untuk memeriksa dan 

mengadili perkaranya sendiri. Walaupun pada saat perumusan perubahan UUD 1945 

di PAH I BP MPR dan pembahasan RUU tentang Mahkamah Konstitusi di DPR masalah 

ini dibicarakan tetapi tidak ada suatu solusi yang diberikan, kecuali menyerahkan pada 

praktek ketatanegaraan. Mahkamah konstitusi diharapkan bijak untuk tidak 

bersengketa kewenangan dengan lembaga negara lainnya atau mengambil 

kewenangan lembaga negara yang lain. Disinilah kewibawaan mahkamah konstitusi 

ditunjukkan agar dihormati dalam praktek kenegaraan. 

 

Kesimpulan 

Berdasarkan pemaparan diatas, penulis membuat beberapa kesimpulan bahwa 

Mahkamah Konstitusi adalah salah satu pelaku kekuasaan kehakiman di samping 

Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan 

peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, dan 

lingkungan peradilan tata usaha negara. 

Hubungan Mahkamah Konstitusi dengan lembaga Negara yang Lainnya, antara lain 

Mahkamah konstitusi merupakan tempat bagi lembaga-lembaga negara lainnya untuk 

mengadu dan meminta keputusan mengenai lembaga negara yang mana yang memiliki 

landasan konstitusionalitas wewenang yang benar jika terjadi sengketa kewenangan antar 

lembaga negara. Sengketa kewenangan bisa terjadi antara DPR dengan Dewan Perwakilan 

Daerah (DPD), antara presiden dengan DPR atau antara Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) 

dengan presiden dan lain-lain. Hal yang masih menjadi soal yang sering dipertanyakan 

adalah bagimana memutuskannya jika terjadi sengketa kewenangan antara mahkamah 

konstitusi dengan lembaga negara yang lainnya. Siapa yang harus memutuskan. Secara 

teori tidak mungkin mahkamah konstitusi yang akan memutuskan sengketa demikian 

karena akan terjadi conflict of interest, sama halnya dengan seorang hakim yang dilarang 

untuk memeriksa dan mengadili perkaranya sendiri. Walaupun pada saat perumusan 

perubahan UUD 1945 di PAH I BP MPR dan pembahasan RUU tentang Mahkamah 

Konstitusi di DPR masalah ini dibicarakan tetapi tidak ada suatu solusi yang diberikan, 

kecuali menyerahkan pada praktek ketatanegaraan. Mahkamah konstitusi diharapkan bijak 

untuk tidak bersengketa kewenangan dengan lembaga negara lainnya. 
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